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KATA PENGANTAR,

Syukur Alhamdulillah kepada Tuhan YME atas lindungan dan rahmat-
NY A sehingga naskah buku Referensi dengan Judul “Ekonomi Politik: Teori
& Implementasinya” dapat terselesaikan. Penulisan buku dengan judul
Ekonomi Politik: Teori & Implementasinya merupakan buku refrensi untuk
menambah wawasan keilmuan guna mendukung proses pembelajaran. Pokok-
pokok bahasan dalam buku ini mencakup: 1. Ekonomi Politik Lingkungan
Hidup; 2. Ekonomi Politik Negara Kesejahteraan; 3. Ekonomi Politik
Stabilitas Sosial; 4. Ekonomi Politik Pembangunan Ekonomi; 5. Ekonomi
Politik Sektor Maritim; 6. Ekonomi Politik Globalisasi ; 7. Ekonomi Politik
Sumber Daya Hutan; 8. Ekonomi Politik Sektor Pertanian.

Tak dapat dipungkiri dalam penyusunan buku ini terdapat kekurangan
sehingga penulis membutuhkan saran dari para pembaca untuk
kesempurnaannya. Demikian pula penulis menyampaikan ungkapan terima
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang
telah membantu baik moral maupun materil sehingga buku ini dapat
terselesaikan. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis
mempersembahkan buku “Ekonomi Politik: Teori & Implementasinya”
kepada kalangan pembaca baik Akademisi, Dosen, Peneliti, Mahasiswa atau
Masyarakat pada Umumnya.

Makassar, April 2023
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BAB 1

EKONOMI POLITIK LINGKUNGAN HIDUP

A. PENGANTAR

Ekonomi politik lingkungan umumnya berfokus pada kualitas
kelembagaan atau ideologi pemerintah. Percakapan yang menyertainya akan
mengarah pada pertukaran antara pemikiran moneter dan politik dari satu
sudut pandang dan pemikiran ekologis di sisi lain. Unsur-unsur lingkungan
hidup yang berdampak nyata pada perkembangan ekonomi dan politik serta
menjadi landasan pandangan kita ke depan menjadi inti permasalahan ini
(Uzar, 2020). Bagian lingkungan yang akan mengutamakan aspek kelompok
masalah “krisis lingkungan” akan menjadi fokus perhatian sehubungan
dengan pandangan dari perspektif ekonomi dan politik yang akan ditonjolkan.
Hal ini menyebabkan persoalan ekonomi masyarakat yang memiliki
konsekuensi politik (bercabang pengaruh dan aspek politik). Sebaliknya,
kondisi lingkungan masyarakat yang bersangkutan sangat dipengaruhi oleh
perkembangan ekonomi dan politik baik dalam masyarakat maupun dalam
hubungan antarnegara.

Indonesia masih belum mampu menumbuhkan perekonomiannya setara
dengan beberapa negara maju yang mempunyai SDA yang melimpah
(Saavedra, 1993). Pertumbuhan ekonomi yang lamban tidak semata-mata
disebabkan oleh sumber daya alam. Bagaimana pembuat kebijakan dan
pengelola sumber daya alam memilih tindakan terbaik sangatlah penting, dan
ini termasuk tidak hanya mengadopsi kebijakan ekonomi yang bertanggung
jawab terhadap lingkungan untuk sumber daya alam tetapi juga
memperhatikan dampak lingkungan yang mereka miliki. Selain
mempengaruhi perubahan kualitas lingkungan, degradasi lingkungan akan
berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi makro. Penipisan sumber
daya alam dan kerusakan lingkungan kini menjadi topik perbincangan yang
lumrah. Kerusakan lingkungan tidak hanya akan mempersulit SDA dan jasa
lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia, akan tetapi berdampak
serius di tengah penderitaan sosial yang mengakibatkan kerusakan
lingkungan, antara lain kehabisan dan kelangkaan pangan. Apalagi
masyarakat menanggung biaya sosial yang sangat besar akibat kerusakan
lingkungan.
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Krisis lingkungan merupaka timbulnya beberapa gejala sebagai akibat
dari cara pengelolaan yang salah dari sumber-sumber kebutuhan hidup
manusia (Fios, 2019; Oakley & Banks, 2020; Selwyn, 2021). Tanda-tanda
tersebut kini ditempuh sebagai tekanan krisis yang mengancam
berlangsungnya kehidupan manusia, seperti ancaman terhadap kualitas air dan
udara, unsur hara, kelangsungan produktivitas sumber daya alam serta fauna
dan floranya, dan lainnya.

Ketika melihat ke masa depan, tampaknya ada tiga kategori ancaman
yang berbeda terhadap lingkungan manusia: kekurangan pangan bagi
penduduk; darurat di bidang ketenagakerjaan (darurat energi) yang saat ini
sedang menggoncang perbaikan finansial dan politik dalam kehidupan
masyarakat; dan krisis kekurangan mineral. Hubungan antara sumber daya
alam yang tersedia, jumlah penduduk yang terus bertambah, dan teknologi
yang digunakan manusia saat ini untuk memproduksi dan memanfaatkan
bahan baku diduga saling mempengaruhi. Hal ini terutama berlaku di negara-
negara maju. alam untuk memenuhi kebutuhannya. Kehidupan manusia di
masa depan tampaknya dibayangi oleh pandangan jauh ke depan mengenai
percabangan pengaruh perkembangan faktor populasi, teknologi, dan sumber
daya alam (Mahardika, 2022). Ada kekhawatiran bahwa ekosistem menjadi
semakin terkuras energi dan komponen mineralnya sehingga mengancam
landasan fundamental kehidupan manusia.

B. DEFINISI POLITIK LINGKUNGAN

Peterson mendefinisikan politik lingkungan sebagai strategi yang
memadukan isu-isu lingkungan, politik, dan ekonomi untuk mencerminkan
transisi dinamis antar manusia dan lingkungan, serta antar berbagai kelompok
dalam masyarakat pada skala mulai dari individu lokal hingga transnasional
secara menyeluruh. Politik lingkungan, seperti yang dijelaskan oleh ilmuwan
lain, adalah cara untuk memahami interaksi rumit antara ekonomi politik di
semua tingkatan lokal, nasional, dan internasional dan lingkungan. Studi
politik lingkungan pun dapat dilihat sebagai usaha untuk menafsirkan kondisi
politik serta menghubungkannya dengan perubahan lingkungan. Pemahaman
politik lingkungan saat ini seringkali terfokus pada tatanan sistem manusia
dan pemeriksaan lebih dekat terhadap dinamika atau perubahan lingkungan
(Rasyid & Keviola, 2020).
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BAB 2

EKONOMI POLITIK NEGARA KESEJAHTERAAN

A. PENGANTAR

Istilah "negara kesejahteraan™ digunakan untuk menggambarkan sejauh
mana negara berkontribusi terhadap kesejahteraan warganya. Salah satu
tujuan nasional yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan
umum, sejalan dengan upaya negara Indonesia sendiri untuk melaksanakan
konsep Negara Kesejahteraan. Bahkan ketika demokrasi berkembang, konsep
kesejahteraan tidak dapat dipisahkan. Demokrasi harus disertai dengan
kemakmuran; akibatnya, suatu masyarakat tidak akan sejahtera tanpa
demokrasi, dan suatu bangsa belum dapat dikatakan telah menerapkan
demokrasi jika rakyatnya belum sejahtera.

Kesejahteraan rakyat terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi;
bahkan bisa dikatakan bahwa masyarakat yang sejahtera memiliki kehidupan
ekonomi yang baik. Artinya, setiap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Dasar demokrasi ekonomi di Indonesia tertuang dalam Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan
bahwa negara berkewajiban menyelenggarakan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyatnya, Khususnya kesejahteraan ekonomi. Akibatnya,
warga negara pemerintah Indonesia semua berhak menerima kesejahteraan
ini.

Gagasan negara kesejahteraan tidak diimplementasikan melalui proyek
sosial jangka pendek parsial untuk mengatasi masalah seperti pengabaian,
kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan. Sebaliknya, program-
program seperti pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial, serta berbagai
tunjangan pendidikan dan kesehatan, mengatur semuanya bersama-sama.
Dalam gagasan ini, pemerintan memiliki suara yang lebih besar dalam
bagaimana kesejahteraan sosial yang direncanakan, dilembagakan, dan tahan
lama diciptakan. Meskipun pendidikan dan kesehatan merupakan hak asasi
manusia yang paling mendasar dan wajib dijunjung tinggi oleh negara, namun
masalah kualitasnya tetap menjadi perhatian di Indonesia.
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B. KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN MENURUT

PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA

Pada awalnya negara kesejahteraan dipandang sebagai sosialis,
keterlibatan eksklusif pemerintah dalam mengelola sistem jaminan sosial.
Negara kesejahteraan menjadi semakin demokratis-liberal pada saat itu serta
bersentuhan dengan gagasan kapitalisme. Artinya, sementara pemerintah tetap
berperan penting dalam pengelolaan jaminan sosial, pembiayaan dan
pelaksanaan berbagai program jaminan sosial dan pelayanan sosial
merupakan upaya bersama antara sektor publik dan swasta.

Secara istilah etismologi negara kesejahteraan terdiri dari dua kata yaitu
Negara dan kesejahteraan. Negara adalah institusi sosial dengan kemampuan
untuk mempengaruhi hubungan interpersonal dan menciptakan kekuatan
sosial. Kesejahteraan diartikan sebagai keselamatan atau kemakmuran.
Negara kesejahteraan adalah contoh kebijakan pemerintah yang mengarahkan
sumber daya menuju perlindungan sosial atau kesejahteraan umum melalui
berbagai inisiatif termasuk kesehatan masyarakat, tunjangan asuransi dan lain
lain (Jamil, 2021). Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang
negara kesejahteraan. Titmuss menawarkan perspektif yang lebih tidak
memihak tentang kesejahteraan sebagai hasilnya. Dia mengusulkan Kriteria
kesejahteraan sebagai masyarakat yang secara terang-terangan menganut
akuntabilitas politik untuk mengajar dan melatih penduduknya sendiri untuk
memenuhi tuntutan mereka akan tenaga profesional medis, perawat, pekerja
sosial, ilmuwan, insinyur, dan sebagainya. Rekomendasi ini dimaksudkan
agar negara-negara kurang berkembang tidak kehabisan tenaga profesional
yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional.

Konsep negara kesejahteraan yang masih diperdebatkan. Empat dari
diskusi ini berpusat pada definisi konsep inti negara kesejahteraan, termasuk
Konsep negara kesejahteraan dimaknai sebagai penyamaran negara
kolektivisme dengan mengarahkan pengeluaran, negara kesejahteraan
hanyalah awal dari fase absolutisme politik dan yang terakhir dari konsep.
Negara kesejahteraan diartikan sebagai kekuatan negara yang ditujukan untuk
kesejahteraan nasional. Kesejahteraan dipandang sebagai cara berfokus pada
kesejahteraan materi dari orang yang kurang mampu. Terlepas dari tarik-
menarik ideologis antara kapitalisme dan sosialisme, diskusi ini terus
berlanjut. Tersirat bahwa konsep mendasar dari negara kesejahteraan dari
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BAB 3

EKONOMI POLITIK STABILITAS SOSIAL

A. PENGANTAR

Setiap negara mengutamakan stabilitas ekonomi warganya. Hal ini
penting karena masalah ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang rendah,
tingkat pengangguran yang tinggi, dan tingkat inflasi yang tinggi akan muncul
jika perekonomian suatu negara tidak stabil. Dalam membahas ekonomi
secara keseluruhan memiliki variabel-variabel yang saling berhubungan yang
mempengaruhi stabilitas perekonomian. Perekonomian Indonesia dikatakan
tidak stabil karena beberapa alasan, salah satunya adalah inflasi yang tinggi
yang sering disebabkan oleh krisis global, manajemen yang buruk, produksi
yang rendah, dan pergeseran ekonomi yang sistemik.

Transformasi ekonomi, sosial, dan budaya yang sengaja dilakukan ke
arah yang diinginkan melalui kebijakan dan strategi adalah contoh
pembangunan. Mengubah dalam desain keuangan, misalnya, bisa dilihat
melalui kemajuan atau perkembangan kreasi cepat di area modern apalagi
administrasi, jadi komitmennya gaji masyarakat semakin besar.

Di sisi lain, seiring dengan kemajuan industrialisasi dan modernisasi
ekonomi, kontribusi sektor pertanian akan berkurang secara proporsional.
Mengubah harus terlihat melalui sirkulasiberkembang melalui perolehan nilai
masuk ke aset keuangan,seperti pelatihan, kesejahteraan, penginapan, air
sempurna, kantor olahraga, dan dukungan disiklus dinamika politik.
Sebaliknya, perubahan budaya seringkali dikaitkan dengan pergeseran nilai
dan norma masyarakat, seperti dari spiritualisme ke materialisme atau
sekularisme, serta kebangkitan nasionalisme dan semangat kebangsaan.
Menurut D.T. Tikson dalam Zulkarnaen, “pergeseran penilaian tinggi , dari
lembaga tradisional ke organisasi modern dan rasional.

Negara bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan rakyat
melalui pembangunan. Adam Smith menegaskan bahwa tujuan negara yang
dimaksud adalah memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara apapun
bentuknya. Baik secara sosial maupun politik, situasi yang tidak stabil
membuat kemakmuran sulit dicapai.Kedua, negara harus memajukan
kemakmuran ekonomi bagi seluruh warga negara dan memupuknya. renungan
Adam Smith itu menegaskan, pergantian peristiwa itu terkoordinasi tidak
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eksklusif terletak pada perkembangan moneter yang tinggi, bagaimanapun,
sementara juga diatur untuk pembentukan keadaan sosial. Artinya, dimensi
ekonomi dan sosial merupakan dua macam dimensi yang dapat dijadikan entry
point untuk mengukur pembangunan

Landasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khusushya
melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, adalah stabilitas ekonomi.
Apabila terdapat keseimbangan atau kesinambungan antara permintaan
domestik dengan pengeluaran domestik, tabungan, dan investasi, maka
stabilitas perekonomian akan tercapai. Salah satu cara untuk menjaga
stabilitas ekonomi adalah dengan mengambil langkah-langkah tertentu untuk
memperkuat ketahanan perekonomian domestik terhadap berbagai guncangan
yang terjadi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Stabilitas sosial ialah keadaan damai dalam suatu negara karena politik,
ideologi, sosial ekonomi, militer dan gangguan atau gangguan lainnya dapat
dihindari. Stabilisasi mengacu pada kemampuan organisme untuk mengurangi
populasi, komunitas, gangguan dan tekanan eksternal. Stabilitas ekonomi
merupakan prasyarat untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dengan
adanya perkembangan yang cukup tinggi serta penambahan kualitas
pertumbuhan. Kegiatan ekonkmi yang kurang stabil menantang masyarakat
untuk merencanakan masa depan, baik untuk individu maupun rumah tangga.

B. KONTEKS KESTABILAN SOSIAL DI INDONESIA

Stabilitas sistem keuangan Indonesia ditentukan oleh tingkat gejolak
dalam bidang perbankan serta lapak keuangan baik mendunia ataupun dalam
negero. Krisis keuangan dunia yang muncul hingga saat ini disebabkan
dengan tidak adanya keseimbangan di sektor keuangan yang disebabkan oleh
bekerjanya kerangka acuan; hilangnya fungsi mediasi dari kerangka acuan
merupakan faktor ketidakstabilan. Kestabilan lembaga keuangan biasanya
tercermin dari perbankan yang baik dan peran perantara perbankan dalam
memperoleh tabungan masyarakat untuk angsuran serta pengeluaran biaya
lain dari lingkup pengusaha. Lembaga keuangan memegang peranan yang
sangat berpengaruh dalam perekonomian, bank dapat meningkatkan
perekonomian negara dengan meningkatkan penggunaan dana dalam
perekonomian dan selanjutnya mendukung dana tersebut melalui layanan
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BAB 4

EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN EKONOMI

A. PENGANTAR

Sekilas, politik dan bisnis tampaknya tidak memiliki hubungan yang
kuat. Pasar, jual beli, dan pertukaran barang dan jasa - baik online maupun
offline - adalah aspek ekonomi. Di pasar, mal, bursa, aplikasi, dan platform
digital, orang mengontrol lokasi mereka. Di parlemen, di kantor-kantor
pemerintah, dan di tempat pemungutan suara (TPS) selama pemilihan
parlemen, pembicaraan tentang merebut, memperluas, dan mempertahankan
kekuasaan tampaknya tidak ada hubungannya dengan masalah politik.

Namun, penelitian lebih lanjut menunjukkan hubungan yang kuat
antara politik dan bisnis. Dibandingkan dengan koin, politik dan ekonomi
seperti dua sisi mata uang yang sama dengan nilai yang sama. saling memberi
nilai yang hanya bisa ada jika keduanya hadir pada saat bersamaan.
Pertimbangan ekonomi hampir selalu diperhitungkan dalam setiap keputusan
politik. Perekonomian juga tidak dapat berfungsi tanpa keputusan politik.
Bahkan, masalah ekonomi mereda karena keputusan politik. Politik terlibat
ketika mengimpor dan mengekspor barang dari satu negara ke negara lain.
Misalnya, jumlah berasyang akan diimpor Indonesia dari Vietnam tahun ini
merupakan keputusan politik. Meski beras merupakan kegiatan ekonomi
yang berkaitan dengan gizi, pemerintah memandang pertumbuhan ekonomi
diperlukan untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Hal ini
terutama berlaku untuk pertumbuhan lapangan kerja, yang terus meningkat
seiring dengan pertumbuhan rata-rata angkatan kerja tahunan. Selain itu,
sebagai salah satu kekuatan ekonomi dalam negeri yang penting, toko barang
bekas dapat mendorong tumbuhnya daya beli masyarakat. Pembangunan
dapat mempercepat pengiriman bantuan pemerintah individu melalui proyek-
proyek penting sementara yang memberikan sebagian besar kepada sektor
keuangan mikro dan pengembangan UKM.

Namun, jika pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali benar-benar
menyuburkan ketimpangan pendapatan sektoral, ekonomi dan sosial, serta
ketimpangan antar pelaku ekonomi, maka pilihan kebijakan ekonomi yang
memberikan keberpihakan, peluang, dan akses masyarakat yang luas harus
dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang hanya
mendorong konsentrasi ekonomi yang monopolistik atau terpusat, biasanya
didominasi oleh kelompok ekonomi besar, melanggengkan rantai
ketimpangan ekonomi lintas sektor.
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Pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali disertai dengan tata kelola
ekonomi yang tidak merata. Akibat pertumbuhan ekonomi tersebut,
kemiskinan dan ketimpangan ekonomi terbuka semakin meningkat.
Penanaman modal asing yang biasanya bersifat monopolistik dan tidak
membentuk rantai ekonomi baru (multiplier effect) yang dapat mendorong
dan mempercepat pembangunan ekonomi dasar, memperburuk keadaan ini.
Tidak menutup kemungkinan Indonesia akan mengalami masa defisit
pembangunan ketika pertumbuhan ekonomi tidak dikontrol secara ketat oleh
pemerintah, mengikuti arus pasar (mekanisme pasar) dan menawarkan
fleksibilitas hanya kepada investor dan pelaku ekonomi besar.

Fokus pemerintah pada persoalan ekonomi dalam negeri tidak bisa
hanya mengandalkan pertumbuhan untuk meningkatkan kemakmuran dan
meningkatkan daya beli masyarakat; Melainkan membutuhkan penguatan
atau harmonisasi politik sebagai alat penyeimbang dan menjadi tujuan utama
tercapainya pemerataan kesempatan usaha yang adil, akses sumber daya
keuangan, dan pemerataan pengelolaan program. perekonomian negara

Meskipun setiap pemerintah berusaha untuk mengurangi ketimpangan
ekonomi (rasio gini) dan angka kemiskinan melalui solusi kebijakan yang
berbeda, upaya tersebut tidak cukup dan bahkan tidak berkurang. Padahal,
ketimpangan ekonomi Indonesia merupakan masalah klasik yang tak pernah
terselesaikan. Keadaan ini semakin memprihatinkan karena Indonesia
menghadapi sejumlah masalah ekonomi yang serius seperti: daya beli
masyarakat yang rendah, penurunan pendapatan untuk belanja daerah,
semakin terbatasnya ketersediaan anggaran negara dan pengawasan.

B. EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

Martin Staindland, seorang rekannya, menjelaskan bahwa ekonomi
politik merupakan kajian khusus yang berfokus pada persinggungan ekonomi
dan politik dalam kerangka teoritis dalam buku Political Economy karya
Karangan Deliarnov. Ekonomi politik dan ekonomi politik sering
disalahpahami. Namun, pendekatan ini juga terasa lebih enak. Stainland
memelopori analisis ekonomi, khususnya penerapan strategi yang diturunkan
dari teori politik untuk mencapai kemakmuran ekonomi. Economia politica
adalah pendekatan analitis peningkatan kohesi politik berdasarkan teori
ekonomi. Oleh karena itu, salah satu dari sekian banyak penelitian yang
berkonsentrasi pada pengurangan ketimpangan adalah analisis kebijakan
ekonomi. Dengan bantuan teori ekonomi, ekonomi politik adalah salah satu
metode dimana kekuasaan politik dijalankan.
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BAB 5

EKONOMI POLITIK SEKTOR MARITIM

A. PENGANTAR

Sebagai negara kepulauan Pasifik, Indonesia memiliki garis pantai yang
lebih luas dari tepian Laut Hindia. Secara topografi, Indonesia terbagi menjadi
tiga bagian utama: dua lautan, dua daratan, dan ketinggian yang sangat rendah.
Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.499 pulau antara
Sabang dan Merauke. Indonesia memiliki luas daratan 7,81 juta km2, lautan
seluas 3,25 juta km2, dan zona moneter selektif (ZEE) seluas 2,55 juta km2.
Terletak di antara daratan Asia dan Australia, Laut Hindia dan Pasifik, serta
garis pantai seluas 95.181 km2. Menjadi negara kepulauan dengan pantai laut
yang luas, perairan liar dan lautan (Safril dan Ridwan, 2017).

Indonesia juga harus disinggung sebagai negara lautan karena
merupakan negara kepulauan. Tragisnya, orang tidak tepat menyebut
Indonesia sebagai negara laut. Pendorong utamanya adalah bahwa sejak lama
pandangan dunia perbaikan Indonesia cenderung ke daerah sentral.
Perbedaan yang dikembangkan antara daratan dan lautan adalah hasilnya.
Negara laut adalah negara yang memanfaatkan wilayah lautnya untuk
pengiriman secara keseluruhan. Bergabung dengan Realm, Amerika Serikat,
Singapura, Cina, dan Panama adalah beberapa contoh negara laut. Negara-
negara ini disinggung sebagai negara kelautan karena mereka benar-benar,
secara luas, sengaja, dan ekonomis menangani kemajuan laut mereka.
Berdasarkan realitas dan situasi yang dapat diverifikasi, negara Indonesia
telah berjaya di wilayah laut. Diketahui bahwa berbagai kerajaan Indonesia,
seperti Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Demak, Bone, dan lain-lain, umumnya
berperan sebagai lalim lautan.

Menjadikan Indonesia sebagai hub laut dunia merupakan salah satu
upaya yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk
menyadarkan kembali jiwa kelautan. Dengan menjadikan bisnis kelautan
sebagai pendulum, panduan, atau penentu dan menjadikannya tujuan untuk
mengumpulkan biro yang berfungsi, pusat laut dunia dibingkai dan
dimajukan sebagai strategi pemerintah. Demikian pula Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Publik 2015-2019, Perkamen Nomor 2
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Tahun 2015, yang mengkaji World Sea Hub, masuk akal gagasannya
(RPIMN).

Pembaharuan budaya kelautan Indonesia merupakan andalan utama
dari lima titik tumpu utama pendukung Indonesia sebagai poros laut dunia.
Titik pendukung berikutnya adalah kewajiban untuk mengawasi aset laut
dengan penekanan pada mengakui kekuasaan atas barang-barang laut melalui
peningkatan usaha penangkapan ikan dengan menjadikan pemancing sebagai
titik pendukung utama. Titik dukungan ketiga adalah janji untuk mendorong
peningkatan kerangka kerja dan jaringan laut dengan membangun biaya laut,
pelabuhan, dan kayu gelondongan. Terakhir, jaminan untuk mengamankan
dan mengawasi aset laut. (Simela, 2014).

Poros maritim adalah ide taktis yang digunakan untuk menjaga
hubungan antar pulau, memajukan industri perikanan dan perkapalan,
meningkatkan perjalanan maritim, dan memprioritaskan keamanan maritim.
Latar belakang dari banyaknya isu di industri kelautan tidak lain adalah
munculnya poros maritim. Menurut informasi Badan Pemeriksa Keuangan
(2013), industri perikanan laut bisa meraup hingga Rp 365 triliun per tahun.
Apalagi, Indonesia terjepit di antara Australia dan Asia, dua benua yang
krusial bagi jalur perdagangan global (Maksum, 2015). Nilai potensi sumber
daya maritim Indonesia juga sangat besar, yakni Rp 17.000 triliun per tahun.
Karena itu, perlu kehati-hatian saat membangun infrastruktur untuk umat
manusia. Untuk itu perlu adanya teknologi kemaritiman. Penelitian dan
pengembangan pendidikan di bidang kemaritiman harus dikembangkan.
Sektor maritim, perkapalan, dan perkapalan harus tumbuh sebesar-besarnya.
Selain itu, langit mengandung gas dan air yang melimpah, serta potensi
keayaan ikan yang luar biasa tinggi, wisata yang menawan, bahkan ombak
yang berpotensi untuk digunakan sebagai sumber energi listrik yang sangat
aman. Semua orang Indonesia harus memanfaatkan kekayaan sumber daya
laut yang luar biasa dengan menggunakannya untuk kesejahteraan dan
kemakmuran mereka.

B. PENGERTIAN EKONOMI POLITIK DAN MARITIM
a) Ekonomi politik

Menurut Mosco, ekonomi politik adalah studi tentang interaksi sosial,
khususnya hubungan kekuasaan yang ada antara sumber produksi, distribusi,
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BAB 6
EKONOMI POLITIK GLOBALISASI

A. PENGANTAR

Globalisasi merupakan istilah ketika suatu negara telah mengambil
keputusan untuk memasuki dunia internasional, suatu negara harus mampu
mengikuti perkembangan dari segala aspek dan tanggap dalam menghadapi
permasalahan yang mungkin terjadi dari segala bidang baik itu bidang sosial,
ekonomi maupun politik (Bhambra, 2020). Pada era globalisasi saat ini,
terjadi perubahan-perubahan yang sangatlah mencolok dari segala aspek
kehidupan. Oleh karena itu suatu negara tidak dapat mengasingkan atau
mejauh dari negara lain dan mampu beradaptasi mengenai sistem yang
diterapkan dalam menjalin hubungan antar negara.

Salah satu aspek yang mengalami perubahan yang sangat pesat adalah
aspek ekonomi yang juga berhubungan dengan dunia politik antar negara
(Tunggal, 2013). Dalam bidang ekonomi, salah satu hal yang menjadi latar
belakang dari pertumbuhan perekonomian suatu negara baik negara
berkembang maupun negara maju adalah proses globalisasi. Terdapat banyak
faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut ada yang berdampak
besar dan juga kecil, untuk melihat seberapa besar dampak tersebut dapat
dilihat dari diagram dibawah.

|change in expected growth duration, percent]
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Gambar 1. Diagram faktor pengaruh pertumbuhan ekonomi di negara
maju dan berkembang (Berg Ostry,2011. Sumber: Wikipedia)
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Diagram tersebut menunjukkan bahwa faktor yang memiliki dampak
paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi di negara maju dan berkembang,
adalah Income distribution (kesetaraan penghasilan) sebesar 48%, kemudian
Trade openness (keterbukaan perdagangan) sebesar 42%, Political institution
(lembaga politik) sebesar 28%, Foreign direct investmen (Investasi asing)
17%, Exchange rate competitiveness (daya saing nilai tukar) 9%, dan terendah
adalah External debt (utang luar negeri) sebesar 1%.

Dalam ekonomi politik global atau internasional, nampak jelas terjadi
pertentangan meningkatnya integritas dari perekonomian internasional
dengan adanya tujuan negara untuk mengelola perekonomian dan kekuasaan
politiknya secara bersamaan. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan
perdagangan bebas dimana negara mengharapkan keuntungan dari negara lain
dan juga ingin melindungi kekuasaan politik yang dimiliki. Maka dari itu,
secara logika kegiatan negara berjalan sesuai dengan sistem pasar, dilihat
secara geografis perluasan pasar terus dilakukan begitupun dengan kerjasama
antarnegara juga diperluas melalui sistem penentuan harga (Adiputra, 2014).
Seperti diketahui, suatu negara tidak dapat terlepas dari yang namanya pasar.
Begitupun dengan ekonomi dan politik. Hal itu dapat dilihat pada sektor
politik yang disajikan dalam suatu negara, dan ekonomi disajikan dalam pasar,
kedua hal tersebut saling memiliki keterkaitan yang kuat.
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BAB 7
EKONOMI POLITIK SUMBER DAYA HUTAN

A. PENGANTAR

Sumber daya hutan Indonesia memberi berbagai manfaat yang
dirasakan dalam skala regional, nasional, bahkan global. Keuntungan konkrit
meliputi kayu, sumber daya non-kayu seperti rotan, bambu, dan damar,
sedangkan manfaat tidak berwujud meliputi pelestarian lingkungan dan
keragaman genetik. Penggunaan SDH yang berlebihan telah dihasilkan dari
kegagalan untuk mengevaluasi dengan benar banyak keuntungan yang
diberikannya. Ini karena banyak individu dan organisasi belum melihat nilai
penuh SDH dan banyak keuntungannya. Mengevaluasi semua keuntungan
yang dibawa oleh SDH sangat penting untuk memahami keuntungan tersebut.
Tujuan dari penilaian diri adalah untuk mencoba mencari tahu seberapa
berguna atau pentingnya sesuatu bagi manusia.

Hanya sampai ketersediaannya terancam barulah nilai ekonomi hutan
menjadi nyata, yang pada gilirannya mengancam kesejahteraan manusia.
Beberapa keunggulan hutan, seperti hidrologi, keanekaragaman hayati, dan
keindahannya, tidak dikonsumsi melalui sistem pasar. Meskipun demikian,
penduduk setempat mengambil bagian dalam kebiasaan lama menggunakan
keuntungan hutan untuk diri mereka sendiri, bukan untuk keuntungan
komersial. Pemanfaatan barang dan jasa hutan merupakan hasil sampingan
dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia, bukan merupakan kegiatan
ekonomi tersendiri (tidak dapat dipasarkan). Penilaian komoditas dan jasa
tertentu yang berasal dari sumber daya hutan tidak dapat dilakukan secara
memadai dengan menggunakan pendekatan pasar karena penggunaannya
yang masih terbatas dan belum diperdagangkan (Munandar, 2016)

Informasi ini dapat digunakan untuk menyarankan pembuat kebijakan
tentang cara terbaik mendistribusikan keuntungan sumber daya alam (SDA),
yang semakin terbatas karena aktivitas manusia. Dengan laju ekspansi
populasi saat ini, yang memberikan tekanan signifikan pada SDH, terdapat
kebutuhan mendesak untuk mengelola sumber daya alam dengan lebih baik
dengan menentukan nilai ekonomi riilnya. Namun demikian, tidak semua
keuntungan SDH dihargai di pasaran, sehingga metode harus dikembangkan
untuk menentukan berapa banyak uang yang benar-benar bernilai dari manfaat
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ini. Sebagai contoh, kayu memberikan fungsi biologis dan lingkungan yang
penting dengan menyerap karbon. Berbagai keunggulan SDH, bagaimanapun,
belum dinilai secara memadai dalam perhitungan ekonomi karena sifatnya
yang non-pasar. Namun ketika orang melihat keadaan sumber daya alam yang
memburuk, mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya keuntungan
lingkungan. Akibatnya, beberapa pendekatan telah dikembangkan untuk
menetapkan nilai moneter pada keuntungan SDH, apakah keuntungan tersebut
diperdagangkan di pasar terbuka atau tidak.

B. DEFENISI SUMBER DAYA HUTAN DAN PENGGUNAANNYA

Sumber daya hutan adalah segala sesuatu yang diambil dari dalam
hutan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan manusia
atau melakukan kegiatan ekonomi (jual beli) untuk meningkatkan taraf hidup
setiap orang. Sumber daya alam yang ditemukan di hutan sangat penting untuk
kelangsungan hidup manusia. Baik keuntungan langsung maupun tidak
langsung dapat diperoleh melalui penggunaan sumber daya hutan. Ada
beberapa keuntungan yang jelas, seperti akses ke bahan bangunan, makanan,
dan bahan mentah. Pemanfaatan untuk rekreasi, konservasi dan pengelolaan
DAS, dan pengendalian erosi hanyalah sebagian dari keuntungan tidak
langsung. Ekstraksi sumber daya hutan melibatkan penggunaan lahan hutan
untuk ekstraksi sumber daya hutan kayu dan non-kayu, serta penyediaan jasa
lingkungan, dengan tujuan memaksimalkan ekstraksi ini untuk kebaikan
masyarakat yang lebih besar sambil memastikan kesehatan jangka panjang
dari hutan. hutan. Dengan memaksimalkan dan mengintegrasikan keuntungan
ekonomi, sosial, dan lingkungan, pemanfaatan sumber daya hutan ini dapat
berkelanjutan dan tidak mengorbankan peran utama hutan.

Hutan adalah suatu wilayah yang ditumbuhi dengan lebat oleh berbagai
tumbuhan hidup seperti pohon, semak, paku-pakuan, rerumputan, jamur, dan
sebagainya dan meliputi wilayah yang cukup luas. Indonesia memiliki
berbagai jenis hutan, dan banyak di antaranya telah rusak parah akibat
aktivitas manusia seperti kebakaran hutan dan penebangan liar.

Menurut komunitas keuangan, berinvestasi pada hak pengusaha hutan
adalah keputusan jangka panjang yang sangat bijak. Menurut kriteria ilmiah,
hutan mungkin agak berbeda satu sama lain. Sebaliknya, para ahli silvikultur
tidak sependapat dengan mereka yang ahli dalam pengelolaan hutan atau
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BAB 8

EKONOMI POLITIK SEKTOR PERTANIAN

A. PENGANTAR

Sektor pertanian merupakan sektor yang penting dalam perekonomian
suatu negara karena berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan bahan
baku industri (Atabek 2016). Di Indonesia, sektor pertanian memiliki andil
yang signifikan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dan
sebagai sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk (Damayanthi
2018). Namun, sektor pertanian masih menghadapi berbagai permasalahan
seperti rendahnya produktivitas, akses terbatas terhadap teknologi dan pasar,
serta permasalahan harga yang tidak stabil. Oleh karena itu, analisis ekonomi
politik sektor pertanian sangat relevan untuk dilakukan agar dapat ditemukan
solusi yang tepat dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Dalam konteks Indonesia, sektor pertanian memiliki peran yang sangat
penting dalam pembangunan ekonomi nasional (Al Insany and Fauzi 2020).
Sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 14,41% terhadap PDB pada
tahun 2022 dan menyerap tenaga kerja sebanyak 28,7 juta orang atau sekitar
22,9% dari total angkatan kerja di Indonesia. Namun, produktivitas sektor
pertanian Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara
tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Faktor-faktor yang mempengaruhi
rendahnya produktivitas sektor pertanian antara lain kurangnya akses terhadap
teknologi dan pengetahuan, keterbatasan modal dan akses ke pasar, serta
bencana alam dan perubahan iklim.

B. DEFINISI SEKTOR PERTANIAN

Sektor pertanian adalah sektor ekonomi yang terdiri dari berbagai
aktivitas yang berkaitan dengan produksi, pengolahan, dan pemasaran
produk-produk pertanian seperti tanaman, hewan, ikan, dan produk-produk
tambahan seperti pupuk dan pestisida. Sektor pertanian meliputi seluruh
proses produksi mulai dari kegiatan persiapan lahan, penanaman,
pemeliharaan tanaman, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil
pertanian. (Al Insany and Fauzi 2020) Sektor pertanian sangat penting bagi
perekonomian suatu negara karena berperan dalam memenuhi kebutuhan
pangan dan bahan baku industri. Di negara-negara berkembang, sektor
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pertanian seringkali menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar
penduduk. Selain itu, sektor pertanian juga berperan dalam menjaga
kelestarian lingkungan dan mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.

Sektor pertanian memiliki fungsi yang sangat penting bagi
perekonomian, baik di tingkat lokal maupun nasional. Berikut ini adalah
beberapa fungsi sektor pertanian bagi perekonomian:

a) Menyediakan pangan: Fungsi utama sektor pertanian adalah
menyediakan pangan bagi penduduk. Dalam masyarakat yang
mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya dari pertanian,
sektor ini menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan.

b) Menyediakan bahan baku: Sektor pertanian juga menyediakan bahan
baku bagi industri makanan dan minuman, tekstil, obat-obatan,
kosmetik, dan sebagainya. Oleh karena itu, sektor pertanian memegang
peran penting dalam mendukung keberlangsungan industri.

¢) Menyediakan lapangan kerja: Sektor pertanian menyediakan banyak
lapangan kerja di daerah pedesaan. Terutama di negara-negara
berkembang, sektor pertanian menjadi sumber penghidupan bagi
sebagian besar penduduk pedesaan.

d) Mengurangi kemiskinan: Sektor pertanian dapat berkontribusi dalam
mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Melalui peningkatan
produktivitas dan akses ke pasar yang lebih luas, petani dapat
meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi ketergantungan
pada bantuan sosial.

e) Menjaga kelestarian lingkungan: Pertanian berkelanjutan dapat
membantu menjaga kelestarian lingkungan. Tanaman dapat membantu
memperbaiki kualitas tanah dan air, dan juga dapat berperan sebagai
penghasil oksigen. Di sisi lain, pertanian yang tidak berkelanjutan dapat
merusak lingkungan, seperti pencemaran air dan pengurangan
keanekaragaman hayati.

Mendorong pertumbuhan ekonomi: Sektor pertanian dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan. Melalui pengembangan agribisnis
dan peningkatan produktivitas, sektor pertanian dapat menciptakan nilai
tambah dan membuka peluang usaha baru. Selain itu, sektor pertanian juga
dapat memicu pertumbuhan sektor-sektor terkait, seperti industri pengolahan
makanan dan transportasi.
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a bidang yang saling
terkait dan saling mempengaruhi satu sama lzin dalam pengamibilan keputusan dan distribusi sumber
daya. Ekonomi politik melibatkan analisis tentang bagalmana kebijakan ekonomi dan politik dipengaruhi
oleh kepentingan kelompok-kelompok dalam masyarakat, seperti kelas sosial, korparasi, pemerintah,
dan masyarakat sipil. Dalam hal Ini, ekonomi politik mempelajari tentang bagaimana kepentingan dan
interaksi antara kelompok-kelompok inl mempengaruhl kebijakan publik, termasuk kebljakan fiskal,
monetef, perdagangan, dan investasi.

Pandekatan ekonomi politik berfokus pada analisis tentang distribusi kekuasaan, sumber
daya; dan kekayaan dalam masyarakat dan bagaimana faktor-faktor ekonomi dan politik berpengaruh
dalam distribusi tersebut. Oleh karena itu, ekonomi politik seringkali memperhatikan keterkaitan antara
kebijakan ekonoml, institus| politik, dan struktur sosial dalam masyarakat Sebagai contoh, dalam
ekonomi politik global, analisis fokus pada bagaimana kebijakan perdagangan Internasional dipengaruhi
oleh kepentingan kelompok-kelompok dalam masyarakat dan bagaimana kebijakan ini mempengaruhi
distribusi sumber daya dan kelkayaan di antars negara-negasra. Begitu |uga dalam ekonomi politik
nasional, analisis fokus pada hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter dengan kepentingan
kelompok-kelompok dalam masyarakat dan bagaimana kebijakan ini mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Secara keseluruhan, ekonom| politik merupakan pendekatan
multidisiplin yang menggabungkan limu ekonomi, politik, sosiologi, dan limu lainnya untuk memahami
hubungan kompleks antara kegiatan ekonomi dan kekuasaan politik dalam masyarakat.

Mengkaji ekonomi politik memiliki banyak manfaat dan peantingnya antara fain: Memahaml|
bagaimana kebijakan ekonomi dipengaruhi oleh kepentingan politik dan bagaimana kebijakan politik
dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Hal ini membantu kita untuk memahami hubungan antara
kedua bidang ini dan bagaimana mereka szling mempengaruhi satu sama lain; Memahami bagaimana
kepentingan kelompok-kelompok dalam masyarakat mempangaruhl kebijakan publik, termasuk
kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan investasi. Hal ini membantu kita untuk memaham| faktor-
faktor apa yang mempengaruhi kebijakan publik dan bagaimana kebijakan publik dapat mempengaruhi
pertumbuban ekonoml dan kesejahteraan masyarakat; Mengidentifikasl ketidakadilan dan
ketimpangan soslal yang terjadl dalam masyarakat, tarmasuk ketidakadilan dalam distribusi sumber
daya dan kekayaan. Hal ini memungkinkan kita untuk mencari solusi dan mengambil tindakan untuk
mengurangi ketidakadilan dan ketimpangan social; Meningkatkan partisipasi politik masyarakat, karena
membantu masyarakat memaham| bagaimana kebljakan publik dipengaruhi oleh kepentingan
kelompok-kelompok dalam masyarakat dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi kebljakan publik
melalul partisipasi politik; Membantu para pengambil keputusan untuk mengembangkan kebijakan
ekonomi yang lebih baik, yang mempertimbangkan faktor-faktor politik dan sosial dalam masyarakat.
Hal ini dapat membantu menciptakan kebijakan ekonomli yang lebih adil dan berkelanjutan, yang
mempromosikan pertumbuhan ekonemiyang seimbang dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,
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